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ABSTRACT
The rampant of crime of theft by pickpocket mode in the Kuta area has given a negative impact 
on tourism. In Kuta area, there are an institution is engaged in community empowerment 
which is called Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM has a mission which is 
participate to increase law awareness and encourage law enforcement, through this mission 
was related a cooperation from police Department and LPM. Therefore, it is important 
that is studied in depth about the cooperation of LPM and Police Department in mitigating 
the crime of theft by pickpocket mode in Kuta area and also its constraints and prevention 
effort. The method of research which used is the empirical law research by the qualitative 
descriptive method. The data consists of primary data and secondary data. The technique of 
collecting data which is used the document study and interview technique. The technique of 
determine the sample used non probably sampling. The result found that the LPM role is to 
assist the police officer if it found a crime in area when the jagabaya and hansip (security 
officer) do their job. Related to the constraints which is faced by LPM and police officer 
that LPM does not has infrastructure, technical, and administrative. It is also does not has 
a legal protection to do investigation. Those constraints is tried to fulfill by the police officer 
and LPM however the legal protection of LPM is still does not found a solution. The role of 
LPM is still assist to catch and prosecute the executants in a while. 
Keywords:  cooperation, police department, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 
        crime of theft, mitigating effort  
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I PENDAHULUAN
1.1.     Latar Belakang Masalah
Kuta merupakan sebuah daerah yang 
terletak d kecamatan Kuta Kabupaten 
Badung daerah bagan selatan dar pulau 
Bal, Kuta terkenal dengan pantanya yatu 
dengan sebutan  panta kuta dan djadkan 
sebaga tempat untuk sekedar melepas 
ketegangan. Menjadkan Kuta sebaga 
tempat wsata sudah tentu dar seg keaaman 
harus dperhatkan dem mencptakan rasa 
nyaman. 
Untuk tu dalam bdang konsttusonal 
atau tatanan perangkat hukum sebaga 
pengayom atau pelndung kehdupan harus 
dperhatkan. Terlepas dar segala pengaruh 
atau dampak posotf  yang  d dapat oleh 
Kuta sebaga daerah parwsata yang 
dkunjung oleh wsatawan dar seluruh 
duna, d ss lan serng perkembangan 
parwsata dan perekonoman masyarakat 
yang terus menngkat, menmbulkan dampak 
Vol. 4, No. 3: 531 - 541
532
Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
negatf yatu kejadan krmnaltas d Kuta 
juga kut menngkat bak tu tndak pdana 
pencuran penpuan, narkotka, penggelapan, 
pemerkosaan dan pembunuhan, untuk saat 
n yang sedang marak terjad d wlayah 
Kuta yatu tndak pdana pencuran dengan 
modus pencopetan.
Kejahatan dapat terjad dmana 
saja, adanya kejahatan berart telah terjad 
pelanggaran hukum. Namun jka dar sudut 
pandang krmnnolog kejahatan adalah 
perbuatan yang asosal dan asusla sehngga 
kejahatan dlhat sebaga konsep sosologs, 
oleh karenanya dalam krmnolog dtelaah 
juga perbuatan- perbuatan yang bukan 
kejahatan menurut undang- undang pdana.2 
Terjadnya kejahatan tndak pdana pencuran 
dengan modus pencopetan d Kuta sangatlah 
dsayangkan dan sangat menghawatrkan 
oleh karena tu harus segara d tanggulang, 
apabla kta melhat kepada efek kedepannya 
bag Kuta. 
Dalam hal upaya menanggulang 
kejahatan yang terjad d Kuta sangat perlu 
dperhatkan oleh kepolsan. Berdasarkan 
Pasal 13 UU No. 22 tahun 2002 Tentang 
Kepolsan Republk Indonesa dsebutkan 
bahwa tugas pokok kepolsan adalah 
memelhara keamanan dan ketertban 
masyarakat, menegakkan hukum dan 
memberkan perlndungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat. Kemudan 
d dalam Pasal 14 dsebutkan bahwa dalam 
melaksanakan tugas-tugas pokok yang 
dmaksud dalam Pasal 13 kuhusnya pada pon 
c dan e ,d sebutkan bahwa Kepolsan Negara 
Republk Indonesa bertugas membna 
masyarakat untuk menngkatkan partspas 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat 
serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan 
(pon c), serta memelhara ketertban dan 
menjamn keamanan umum ( pon e). 
 Berkenaan dengan hal tersebut, 
maka penngkatan partspas masyarakat 
dtuangkan dalam bentuk kerjasama dengan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau 
dsngkat dengan LPM. D Kuta memlk 
sebuah Lembaga Perberdayaan Msayrakat 
yang merupakan lembaga desa yang dbentuk 
melalu surat keputusan (SK) Keppres No 49 
Tahun 2001 kemudan dbentuk oleh Bupat 
Badung No 785 Tahun 2002 . Dasar hukum 
LPM saat n d atur dalam UU No. 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerntahan daerah 
terdapat pada Pasal 127 angka 8 serta Pasal 
211. Dengan adanya LPM d Kuta, dmana 
rmerupakan sebuah wadah pemerdayaan 
masyarakat dalam pembangaunan dan LPM 
sendr memlk berbaga ms, salah satunya 
turut serta menngkatkan kesadaran hukum 
serta mendorong penegakan supremas 
hukum. 
 Berawal dar nlah  muncul kerjasama 
antara LPM dengan kepolsan dalam hal 
menanggulang kejahatan, walaupun telah 
ada kerjasama yang bak antara LPM dengan 
kepolsan dalam penanganan kejahatan 
d Kuta, namun tngkat kejahatan ternyata 
mash terjad hal nlah yang mendorong 
dlakukannya pengkajan lebh jauh atau 
lebh banyak lag
1.2.  Permasalahan 
1. Bagamana peran Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
dalam menangan tndak pdana 
2 Frans Marams, 2013, Hukum Pidana Umum Dan 
Tertulis Di Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 29.  
Vol. 4, No. 3: 531 - 541
533
Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
pencuran dengan modus pencopetan 
yang terjad dwlayah Kuta?
2. Apakah Kendala  yang d hadap oleh 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) dan Kepolsan dalam 
menangan tndak pdana pencuran 
dengan modus pencopetan yang terjad 
d wlayah Kuta dan bagamanakah 
upaya penanggulangannya?
1.3.  Tujuan Penelitian
 Peneltan n dlaksanakan untuk 
mengetahu peran Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) dalam menangan tndak 
pdana pencuran dengan modus pencopetan 
dan  Kendala  yang d hadap oleh Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 
Kepolsan dalam menangan tndak pdana 
pencuran dengan modus pencopetan serta 
upaya penanggulangannya.
II.  METODE PENELITIAN
Peneltan n menggunakan merote 
peneltan hukum emprs yang merupakan 
pemecahan masalah yang terjad dalam 
kehdupan sehar- har dengan mengkaj 
dar peraturan yang berlaku, teor hukum, 
dan norma hukum dan juga ddasarkan pada 
kenyataaan yang yang terjad d lapangan. 
Peneltan bersfat deskrptf yang bertujuan 
untuk menggambarkan  sesuatu hal pada 
daerah tertentu.3 Lokas peneltan penuls 
mengambl d Polsek Kuta dan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebaga 
tempat pengamblam sampel peneltan. Data 
yang dtelt dalam peneltan hukum emprs 
ada dua jens, yatu data prmer dan data 
sekunder. Teknk pengumpulan data yang 
dgunakan yatu teknk stud dokumen dan 
teknk wawancara. Untuk teknk penentuan 
sampel peneltan Non Probability Sampling. 
Sedangkan untuk pengolahan dan analss 
data untuk peneltan n dlakukan secara 
kualtatf.
III.  PEMBAHASAN
3.1. Peran Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM)  dalam menangan 
tndak pdana pencuran dengan modus 
pencopetan yang terjad dwlayah 
Kuta
Peran kepolsan yang sangat pentng 
terutama dalam melndung wsatawan 
yang sedang berlbur. Namun faktanya 
dlapangan berbeda ternyata pols dalam 
menjaga keamanan tdak bsa sendr tetap 
membutuhkan bantuan masyarakat khususnya 
masyarakat Kuta, dalam hal menjaga 
ctra kuta dan keamannya. Kemajuan dar 
berbaga bdang usaha parwsata d Kuta 
pada khususnya telah membawa dampak 
dampak buruk. 
Untuk dampak buruknya muncullah 
berbaga tndak kejahatan.  Berbaga 
kejahatan yang terjad dan cenderung 
kwanttasnya semakn menngkat, sepert 
melhat dar semakn menngkatnya 
kejahatan yang terjad selama n d Kuta 
yang memang sangat meresahkan masyarakat 
Kuta. In semua telah menmbulakan 
kekecewaan dar para wsatawan yang 
menjad korban, karena wsatawan memlk 
hak untuk dlndung sepert I Putu Gelgel 
dalam bukunya menyatakan bahwa : seriap 
wisatawan berhak untuk meminta dan 
mendapat perlindungan dari suatu Negara 
yang mereka kunjungi. Perlindungan 
3 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam 
Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.
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yang dimaksud adalah perlindungan atas 
keamanan dan keselmatan baik jiwa, 
martabat, maupun harta milkinya.4 
Menyadar n semua aparat kepolsan 
Polsek Kuta merasa tdak maksmal dalam 
melaksanakan tugasnya dsnlah kepolsan 
menjaln kerjasama dengan  LPM kelurahan 
Kuta. Melalu rapat nternal LPM telah 
mengambl langkah turut serta bahu 
membahu dengan posek kuta dalam menjaga 
keamanan wlayah kelurahan Kuta dar 
berbaga bentuk kejahatan yang menggangu 
kenyamanan dan keamanan wsatawan tu 
sendr. 
LPM merupakan sebuah lembaga 
formal, sepert yang dkemukakan dalam 
teor kelembagaan menurut Hall dan 
Taylor lembaga dbedakan menjad dua 
yatu lembaga formal non formal. Dmana 
lembaga formal memlk syarat- syarat 
yatu kumpulan dua orang atau lebh yang 
memlk hubungan kerja rasonal, memlk 
tujuan dan mempunya struktur organsas 
dsampng tu sebuah lembaga formal harus 
memlk dasar hukum atau pengaturan 
hukumnya. 
LPM sendr telah memenuh syarat- 
syarat tu dan memlk struktur kepengurusan 
yatu adapun susunan pengurus LPM Kuta 
yatu terdr dar ketua, sekretars bendahara, 
dan delapan seks yatu seks agama, seks 
kelembagaan dan kambtmas, seks hukum, 
seks penngkatan SDM, seks pmbangunan 
ekonom kerakyatan, seks pemeberdayaan 
keluarga, seks komunkas/ humas, seks 
pemuda dan olehraga. Dengan n dapat 
dkatakan LPM memlk struktur yang 
jelas dan  kedudukan. LPM adalah sebaga 
lembaga masayarakat yang besfal lokal 
dan secara organsas berdr sendr serta 
berkedudukan d desa dan kelurahan.5
Karena bersfat formal lembaga 
n menyajkan hubungan- hubungan 
otortas antara pekerjaan- pekerjaan serta 
menspesifikasikan kebijakan- kebijakan 
dan prosedur-prosedur dalam hal 
mengkoordnaskan aktvtas- aktvtas. 
Organsas formal bersfat tahan lama dan 
terencana dsn terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruh organsas formal 
yatu:
1. Struktur organsas
2. Iklm kepemmpnan
3. Efisiensi organisasi
4. Kebjakan-kebjakan personala
5. Komunkas.6
Lembaga sendr tmbul dar kebutuhan 
manusa akan kerjasama. Lembaga 
mengandung unsur soso, artnya yang 
bergerak d dalam dan menggerakan sstem 
adalah manusa. Pada umumnya lembaga- 
lembaga dbuat bertujuan untuk mencukup 
kebutuhan masyarakat.7
 LPM sebaga sebuah lembaga 
yang hadr untuk turut menangan 
aneka permasalahan dbenteng Kuta 
melalu kegatan-kegatan dengan tujuan 
4 I Putu Gelgel, 2006, Industri Pariwisata Indonesia 
(Dalam Globalsas Predagangan Jasa GATS- WTO, 
implikasi Hukum dan Antisipasinya), Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 50.
5 I Nyoman Graha Wcaksana dan Made Darw, 2014, 
Kuta Berdaya 2Jejak Pengabdian LPM Kelurahan 
Kuta 2011-2014, LPM kelurahan Kuta, Kuta.,hlm.7-
8. 
6 J. Wnard, 2005, Teori Organisasi  Dan 
Penggorganisasian, raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 80.
7 N’ Matul Huda, 2007, Lembaga Negara Masa Transisi 
Menuju Demokrasi, Penerbt UII Press, Yogyakarta, 
hlm.56. 
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pemberdayaan masyarakat dmana 
dharapakan Kuta tetap kokoh dan 
perjuaangan membangun rasa aman, untuk 
tu dbutuhkan partspas masyarakat untuk 
turut mencptakan rasa aman tu sepert 
yang dkemukan dalam teor partspas 
masyarakat oleh Loekman Soetrsno 
menyatakan  bahwa partspas adalah 
kerjasama antara rakyat dan pemerntah 
dalam merencanakan, melaksanakan, 
melestarkan dan mengembangkan hasl 
pembangunan.8 
 Salah satu bentuk partspas 
masayarakat dalam mencptakan rasa aman 
tentunya dengan membentuk pengamanan 
swakarsa (pam swakarsa), d tngkat 
kelurahan sudah d bentuk pam swakarsa 
resm yatu Pertahanan Spl ( Hansp) 
dan belakangan satgas hansp memlk 
tambahan nama Perlndungan Masyarakat 
(LINMAS) menjad Satgas Hansp Lnmas 
dan jagabaya. kedua satgas jagabaya dan 
hansp yang memang mereka dplh dar 
masng- masng perwaklan 13 banjar yang 
ada d Kuta yang ngn berpartspas dalam 
menjaga Kuta.  
Partspas masyarakat mempunya 
peran yang sangat utama  dalam 
bermasyarakat untuk upaya menngkatkan 
proses keamanan dan kenyamanan d kuta. 
Partspas adalah sebuah konsep sentral 
dan prnsp dasar dar pengembangan 
masyarakat, pembangunan yang efektf 
membutuhkan keterlbatan (partspas) 
awal dan sewaktu masyarakat yang terlbat 
merasa bahwa partspas mereka pentng, 
mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan 
akan menngkat.9 
 Jad mengena peran LPM dalam 
menangan tndak pdana pencuran dengan 
modus pemcopetan yang terjad dwlayah 
kuta yatu perannya membantu dmana 
apabla menemukan kejahatan d lapangan 
pada saat menjalankan tugasnya tm 
jagabaya dan hansp langkah pertama yang 
dambl menangkap, kemudan langkah 
kedua membawa ke LPM untuk damankan 
sementara dsana, LPM membantu 
mengumpulkan barang- barang bukt dan 
memcoba melakukan ntrogas kecl kepada 
pelaku kejahatan serta memnta denttas 
pelaku, ketga membawa ke Kepolsan 
Sektor Kuta untuk melakukan penndakan 
lebh lanjut lag. 
 Karena LPM dsn tdak memlk 
kekutan hukum atau dasar hukum  untuk 
melalukan penyeldkan lebh luas maupun 
penahan maka dar tu semua dserahkan 
kepada phak yang berwenang yatu 
Kepolsan Sektor Kuta dan apabla terdapat 
kasus yang memang sampa dbawa sampa 
ke Pengadlan Neger Denpasar perwaklan 
dar LPM yatu LINMAS sap menjad 
saks. 
 Nanum apabla d dalam 
menjalankan tugasnya tm jagabaya dan 
hansp menemukan pelanggaran kecl 
dmana pelakunya kebanyakan anak- anak, 
8 Loekman Soetrsno, 1995, Menuju Masyarakat 
Partisipatif, Kansus, Yogyakarta, hlm.207.
9 Fasal Nur, Stt Bulks,dan Hamka Napng, Partisipasi 
Masyarakat Dalam Konsep Pembanganun Infra 
Struktur Desa, Jurnal Perencanaan Wlayah dan 
Kota Vol.17/ No.1 Tahun  2006, Eds Aprl 2006, 
Fakultas Hukum Unverstas Hassanudn, Makasar, 
hlm. 2, tersedia di http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/
208963948e4eafaba6c303ccdf0d8280.pdf, daskses 
tanggal 26 februar 2015
Vol. 4, No. 3: 531 - 541
536
Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
sepert gepeng, pengems basanya langkah 
yang dlakukan oleh LPM yatu segera 
membawa ke LPM untuk damankan, dsana 
anak- anak tu dberkan pengarahan dan 
pembnaan-pembnaan sosal agar tdak 
melakukan kegatan menggelandang atau 
memnta- mnta dan berbuat suatu kejahatan 
atau membawa kednas sosal. 
2.  Kendala  yang d hadap oleh Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 
Kepolsan dalam menangan tndak 
pdana pencuran dengan modus 
pencopetan yang terjad d wlayah 
Kuta dan upaya penanggulangannya
Mengngat Negara Indonesa 
merupakan negara hukum. Sebaga 
contoh, Jmly Asshddqe menyebutkan 
dalam konsttus dtegaskan bahwa 
Indonesa adalah negara hukum.10 
Sehngga untuk menyelesakan berbaga 
macam permasalahan yang terkat dengan 
pelanggaran hukum selalu menggunakan 
jalur hukum. 
D sn hukum dposskan sebaga 
alat untuk mencapa tujuan negara. Terkat 
dengan n Sunarjat Hartono pernah 
mengemukakan tentang “hukum sebaga 
alat” sehingga secara praktis politik hukum 
juga merupakan alat atau sarana dan langkah 
yang dapat dgunakan oleh pemerntah 
untuk mencptakan sstem hukum nasonal 
guna mencapa cta-cta bangsa dan tujuan 
Negara.11
 Hal n sesua dengan pasal 1 ayat 
3 UUD NRI 1945 amandemen ketga. 
Salah satu hal yang perlu dperhatkan 
dem terwujudnya Negara hukum tersebut 
dperlukan adanya suatu penegakan hukum. 
Dalam penegakan hukum, koordnas antara 
sub-sstem penydkan dengan sub-sstem 
penuntutan merupakan suatu hal pentng 
untuk tercptanya suatu sstem peradlan 
pdana yang terpadu.12 
Menurut Soerjono Soekanto 
Penegakan hukum merupakan kegatan 
menyeraskan hubungan nla-nla yang 
terjabarkan dalam kadah- kadah yang 
mantap dan mengejawantah dan skap tndak 
sebaga ramgkaan penjabaran nla tahap 
akhr, untuk mencptakan, memelhara, 
dan mempertahankan kedamaan pergaulan 
hdup.13
Dharapkan dengan adanya penegakan 
hukum n seseorang yang melakukan 
pelanggaran hukum dapat dkenakan sangs 
pdana, sepert yang dungkapkan oleh And 
Hamzah yatu pemdanaan dsebut sebaga 
penjatuhan pdana atau pemberan pdana 
atau penghukuman.14
Sebenarnya aparat penegak hukum 
yatu kepolsan  Sektor Kuta beserta LPM 
tdak dapat dkatakan kurang serus dalam 
menangan berbag bentuk kejahatan yang 
10 Jmly Ashddqe, 2010, Konstitusi dan 
Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.57.
11 Iza Fadr, Kebiajkan Kriminal Penanggulangan 
Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Hukum 
NO. 3 VOL. 17,Tahun  2010, Eds Jul 2010, Fakultas 
Hukum Unverstas Nasonal, Jakarta, hlm.447.
12 Adranty, Sad Karm dan And Sofyan, 
Harmonisasi Penegakan Hukum Antara 
Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Tindak 
Pidana Perikanan Di Indonesia, Jurnal Hukum,, 
Vol.1. No.1 : 93–100 Tahun 2012, Eds Jun 
201, Fakultas Hukum Unverstas Hassanudn, 
Surabaya, hlm 97.
13 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor  Yang 
Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm.5.
14 Tolb Setady, 2010, Pokoko-Pokok Penitersier 
Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm.21.
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terjad tetap kedua nsttus n memlk 
oleh beberapa kendala-kendala dalam 
menanggulang berbaga bentuk tndak 
pdana salah satunya tndak pdana pencuran 
dengan modus pencopetan. Kendala- kendala 
yang d hadap bak tu dar Kepolsan Sektor 
Kuta maupun LPM yatu adalah :
3.2. Kendala-kendala Yang Dihadapi 
Oleh LPM Dalam Upaya 
Penanggulangan Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Modus 
Pencopetan yaitu adalah :
1.  Kepanjangan tangan dar LPM yatu 
satgas jagayaba dan satgas hansp 
drasakan kurang dalam hal  jumlah 
anggota
2. Jamnan keamanan terhadap satgas 
jagabaya dan satgas hansp d rasa 
kurang karena mereka tdak d lengkap 
dengan persa dr 
3. Satgas jagabaya dan satgas hansp 
dalam melaksanakan tugasnya tdak 
ada payung hukumnya terkecual 
hanya bersfat membantu bersama- 
sama dalam upaya penanggulangan 
kejahatan
4. Satgas jagabaya serng melakukan 
tangkap tangan terhadap pelaku anak- 
anak yang mash d bawah umur 
dengan madus jambret, jad kembal 
lag dsn prosesnya akan berhadapan 
dengan hukum postf  yatu s pelaku 
mash dbawah umur sehngga tdak 
dapat dkenakan sanks pdana. 
5. LPM sangat mengalam kesultan 
untuk memebrkan gaj yang memada 
utnuk hdup layak kepada keseluruhan 
satgas jagabaya dan satgas hansp, 
karena LPM hanya bertumpu dar hasl 
pemungutan dar beberapa pengusaha 
d Kuta.
Kendala- Kendala Yang Di Hadapi 
Oleh Kepolisian Sektor Kuta Dalam 
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Modus Pencopetan 
yaitu adalah :
1. Terbatasnya jumlah personl 
kepolsan dalam melaksanakan tugas 
keseharannya yang d bandngkan 
dengan luas wlayah hukum POLSEK 
Kuta.
2. Terkendala pada BBM yang 
danggarkan untuk sarana kendaraan 
aperasonal drasakan sangat mnm.
3. Terbentur pada proses hukum apabla 
terjad tndak pdana dmana pelakunya 
anak- anak dbawah umur dan 
cendrung n dselesakan dengan cara 
mengembalkan kepada keluarganya 
atau orang tuanya untuk memberkan 
langkah pembnaan
Untuk hal n LPM dan kepolsan 
dmana merupakan tulang punggung dar 
usaha atau upaya penanggulangan yang 
dlakukan dem mewujudkan suatu konds 
aman serta nyaman bag wsatawan maupun 
masyarakat Kuta. 
Upaya untuk melakukan pencegahan 
dan penanggulangan kejahatan termasuk 
bdang  kebjakan krmnal damana tdak 
terlepas dar kebajakan sosal dan upaya- 
upaya untuk perlndungan masyarakat.15 
Upaya penanggulangan kejahatan 
telah dlakukan oleh semua phak. Berbaga 
program serta kegatan yang telah dlakukan 
sambl terus mencar cara yang palng tepat 
15 Barda Nawaw Aref, 2008, Masalah Penegakan 
Hukum Dan Kebiajakan Hukum Pidana Dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Meda 
Grup, Jakarta, hlm. 75.
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dalam mengatas masalah tersebut dan upaya 
pencegahan yang telah dlakukan selama 
n ternyata belum memberkan hasl yang 
maksmal  dan salah satu bentuk kejahatan 
yang marak terjad saat n yatu pencuran 
dengan modus pencopetan mash terus 
terjad pada setap tahunnya. 
Terjadnya tndak kejahatan yang 
semakn tngg d masyarakat akhr-akhr 
n  dpengaruh oleh kengnan untuk 
pemenuhan kebutuhan ekonom yang sult 
saat n. 
Penanggulangan merupakan 
serangkaan upaya yang dlaksanakan untuk 
mencegah, menghadap, atau mengatas 
suatu keadaan yang melanggar norma-norma 
yang ada dalam masyarakat dan bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.16
Upaya penanggulangan kejahatan 
dapat berart mencptakan suatu konds 
tertentu agar tdak terjad kejahatan. 
  Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dmlk oleh pols telah 
mengakbatkan tdak efektfnya tugas mereka. 
Oleh karena tu, peran serta masyarakat 
dalam kegatan penanggulangan kejahatan 
menjad hal yang sangat dharapkan. 
 Dalam melaksanakan upaya 
pencegahan atau penanggulangan kejahatan 
d wlayah Kuta tentunya  peran utama aparat 
penegak hukum yatu phak kepolsan 
khususnya Kepolsan Sektor Kuta sangat 
pentng selan tu dbutuhkan juga peran 
masyarakat dengan melbatkan LPM dmana 
dsn dwakl oleh tm jagabaya dan hansp. 
Karena kedua nsttus n memlk kendala 
masng- masng sepert yang djelaskan 
datas oleh karena tu  LPM dan Kepolsan 
melakukan upaya penanggulangan terhadap 
kendala-kendala yang dhadap yatu 
untuk upaya penanggulangan terhadap 
kendala- kendala yang dhadap oleh LPM 
melakukan penambahan personl menjad 
keseluruhan 150, memberkan pesawat HT 
kepada jagabaya dan hansp sebaga alat 
komunkas apabla terjad bahaya, Masalah 
payung hukum yang menjad kendala 
selama n apabla ngn melakukan suatau 
tndakan yang dluar tugas jagabaya mash 
belum bsa mendapatkan solus namun LPM 
sebaga pengayom tetap selalu melakukan 
koordnas dengan Kepolsan Sektor Kuta, 
jka pelaku kejahatan anak-anak LPM 
mengambl langkah dengan berekrjasama 
dengan satpol PP, Untuk kendala gaj yang 
dberkan kepada jagabaya dan hansp dsn 
LPM terus melakukan berbagan upaya 
sepert melobby para pengusaha untuk 
tetap melakukan penyumbangan dem 
kelanggengan jagabaya, hansp dan untuk 
keamanan Kuta. Sedangkan dar phak 
kepolsan akan melakukan langkah-langkah 
mengena upaya penanggulangan terhadap 
kendala- kendala yang dhadap yatu terhadap 
personl yang kurang kepolsan melakukan 
kordnas dengan desa adat kuta terkat 
tambahan tenaga dar tm PENREPTI yang 
drasa membantu aparat kepolsan, Terhadap 
kendala BBM yang kurang kepolsan 
melakukan pengajuan penambahan anggaran 
BBM kepada atasannya dan untuk pelaku 
kejahatannya yatu anak-anak dbawah umur 
16 Syartka Ratnawjaya, Masruchn Ruba I’, Lucky 
Endrawat, Penanggulangan Penyalahgunaan Di 
Wilayah Kabupaten  Kutai Kartanegara (Studi 
Plores Kutai Kartanegara), terseda d webste http://
hukum.ub.ac.d/wp-content/uploads/2013/10/349_
JURNALSYARTIKA.pdf, dakses tanggal 28 februar 
2015.
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untuk dbawa ke proses hukum pols tdak 
bsa berrbuat terlalu banyak melankan lebh 
mengedepankan kerjasama dengan LPM dan 
satpol PP dalam hal memberkan pembnaan 
dengan membawa ke dnas sosal.
IV.  Penutup
4.1. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan datas maka 
dperoleh smpualan dan saran sebaga 
berkut:
4.1.1 Mengena peran LPM dalam menangan 
tndak pdana pencuran dengan modus 
pemcopetan yang terjad dwlayah 
kuta yatu perannya membantu 
dmana apabla menemukan kejahatan 
d lapangan pada saat menjalankan 
tugasnya tm jagabaya dan hansp 
langkah pertama yang dambl 
menangkap, kemudan langkah kedua 
membawa ke LPM untuk damankan 
sementara dsana, LPM membantu 
mengumpulkan barang- barang bukt 
dan memcoba melakukan ntrogas 
kecl kepada pelaku kejahatan serta 
memnta denttas pelaku, ketga 
membawa ke Kepolsan Sektor Kuta 
untuk melakukan penndakan lebh 
lanjut lag.
4.1.2 Kendala-kendala yang dhapad   oleh 
LPM dan Kepolsan dalam menangan 
tndak pdana pemcuran dengan modus 
pencopetan dwlayah Kuta yatu 
untuk LPM adalah Jamnan keamanan 
terhadap satgas jagabaya dan satgas 
hansp d rasa kurang karena mereka 
tdak d lengkap dengan persa 
dr dan jumlah personl anggota 
drasa kurang,  Satgas jagabaya dan 
satgas hansp dalam melaksanakan 
tugasnya tdak ada payung hukumnya 
terkecual hanya bersfat membantu 
bersama- sama. Untuk Kepolsan 
Sektor Kuta adalah jumlah personl 
kepolsan yang drasakan kurang 
perlu adanya tambahan dan  proses 
hukum apabla terjad tndak pdana 
dmana pelakunya anak- anak dbawah 
umur dan cendrung n dselesakan 
dengan cara mengembalkan kepada 
keluarganya. Sedangkan untuk 
upaya penanggulangan terhadap 
kendala- kendala yang dhadap 
oleh LPM melakukan penambahan 
personl menjad keseluruhan 150 
dan masalah payung hukum yang 
menjad kendala selama n apabla 
ngn melakukan suatau tndakan 
yang dluar tugas jagabaya mash 
belum bsa mendapatkan solus 
namun LPM sebaga pengayom tetap 
selalu melakukan koordnas dengan 
Kepolsan Sektor Kuta selaku aparat 
yang berwenang dalam menangan 
kasus pdana sehngga pada saat 
jagabaya melaksanakan tugas 
tdak terjad kesalahan dan upaya 
penanggulangan terhadap kendala- 
kendala yang dhadap oleh kepolsan 
terhadap personl yang kurang 
kepolsan melakukan kordnas 
dengan desa adat kuta terkat tambahan 
tenaga dar tm PENREPTI yang 
drasa membantu aparat kepolsan 
dan untuk pelaku kejahatannya yatu 
anak-anak dbawah umur untuk 
dbawa ke proses hukum pols tdak 
bsa berrbuat terlalu banyak melankan 
lebh mengedepankan kerjasama 
dengan LPM dan satpol PP dalam 
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hal memberkan pembnaan dengan 
membawa ke dnas sosal.
4.2. Saran
4.2.1 Sebaknya LPM mengadakan koordns 
dan kerjasama dengan phak Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) terkat dalam 
hal penanganan kasus kejahatan yang 
ada d wlayah Kuta sehngga nantnya 
LPM memlk kekuatan hukum 
sehngga mempermudah melakukan 
tndakan-tndakan yang memang 
dbutuhkan dan LPM sebaknya lebh 
serng mengadakan sosalsas atau 
penyuluhan ke sekolah- sekolah, 
banjar-banjar maupun kepada 
masyarakat Kuta terkat mengena 
maraknya berbaga bentuk- bentuk 
kejahatan yang muncul serta mengena 
apa tu hukum, tentunya LPM dalam 
sosalsasnya tu harus ddampng 
oleh aparat kepolsan.
4.2.2 Untuk LPM dan kepolsan sebaknya 
lebh menngkatkan kualtas dan 
kwanttas sumberdaya manusa, sarana 
dan prasarana penunjang  pelaksanaan 
dlapangan dan kedua nsttus n lebh 
menngkatkan pengawasan d daerah- 
daerah yang danggap rawan terjad 
tndakan krmnal, serta dharapkan 
dapat menjalankan proses penegakan 
hukum sebagamana seharusnya 
terhadap kasus tndak pdana pencuran 
dengan modus pencopetan.
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